PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa  Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Nomor 63 Tahun 2017 ;

bahwa dengan adanya penambahan jenis, merek, type
dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum
dilakukan penghitungan dasar pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur
Nomor 63 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu disesuaikan kembali ;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan



Mengingat

Bermotor ;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5179) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5179) ;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2017 ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 91) ;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 ;

10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 63
Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran [ dan lampiran II

yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Barat.
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd
ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 79



